BABY
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap ketimpangan pembangunan
antarwilayah di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019-2023 menggunakan pendekatan
Tipologi Klassen, serta dikaitkan dengan indikator sosial berupa Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan, maka diperoleh beberapa kesimpulan yang
dijelaskan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan teori

yang digunakan:
1. Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur tahun 2019—
2023  masih terjadi, namun  menunjukkan  pola  perbaikan.
Berdasarkan hasil klasifikasi menggunakan Tipologi Klassen terhadap 38
kabupaten/kota, ditemukan bahwa sebagian besar wilayah pada tahun 2019
masih berada di Kuadran 111 dan IV, yaitu wilayah dengan PDRB per kapita dan
laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang rendah. Namun, hingga tahun 2023,
terlihat adanya peningkatan jumlah wilayah di Kuadran | dan I1I, yang
menunjukkan bahwa sebagian daerah telah mengalami perbaikan dalam aspek
pertumbuhan dan pendapatan regional.
Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan belum sepenuhnya
hilang, namun tren menuju pemerataan mulai terbentuk. Temuan ini sejalan
dengan teori Perencanaan Pembangunan dari Siagian (2004) yang menyatakan
bahwa perencanaan harus dilakukan secara sistemik dan berkeadilan agar

pembangunan tidak hanya dinikmati oleh wilayah yang sudah berkembang saja.



2. PDRB per kapita terbukti menjadi salah satu faktor utama yang menentukan
klasifikasi wilayah dalam Tipologi Klassen, dan menjadi indikator penyebab
ketimpangan spasial.
Daerah dengan nilai PDRB per kapita di atas rata-rata provinsi umumnya berada
pada Kuadran I dan Il (misalnya: Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik), sedangkan
wilayah dengan PDRB per kapita rendah (seperti Sampang, Bangkalan, dan
Pamekasan) cenderung menempati Kuadran V.
Fenomena ini menunjukkan bahwa akses terhadap sumber ekonomi,
infrastruktur, dan kapasitas daerah dalam menciptakan pendapatan memiliki
hubungan erat dengan ketimpangan wilayah. Temuan ini membuktikan
relevansi teori dari Kuncoro (2010) yang menyebutkan bahwa pembangunan
yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa pemerataan akan menciptakan

ketimpangan ekonomi antarwilayah.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) juga menjadi penentu posisi wilayah dalam
Klasifikasi kuadran, meskipun tidak selalu paralel dengan kesejahteraan
masyarakat. Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur disarankan untuk
meningkatkan analisis dan pemantauan laju pertumbuhan ekonomi secara
spasial guna mengidentifikasi wilayah dengan pertumbuhan rendah.
Pendekatan spasial ini penting agar intervensi pembangunan dapat difokuskan
pada wilayah tertinggal (Kuadran 1V), serta mendorong pemerataan
pertumbuhan antarwilayah. Penguatan sektor unggulan lokal dan koordinasi
lintas wilayah juga perlu ditingkatkan agar LPE dapat berkontribusi langsung
terhadap pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Hasil analisis
menunjukkan bahwa wilayah dengan LPE tinggi belum tentu memiliki IPM

tinggi atau tingkat kemiskinan rendah, terutama jika pertumbuhan tersebut tidak
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merata dan tidak berbasis pada sektor yang produktif dan menyerap tenaga
kerja.

Hal ini menguatkan pernyataan Gunnar Myrdal dalam teori Cumulative
Causation bahwa pertumbuhan yang tidak disertai dengan distribusi yang
merata akan memperparah ketimpangan, karena efek pertumbuhan hanya akan
dinikmati oleh pusat-pusat pertumbuhan yang sudah maju.

4. Ketimpangan pembangunan terbukti berkorelasi dengan capaian IPM dan
tingkat kemiskinan, yang menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi
berdampak langsung pada ketimpangan sosial.
Daerah-daerah yang berada di Kuadran 1V, seperti Kabupaten Sampang,
Sumenep, dan Bangkalan, tercatat memiliki IPM yang rendah dan tingkat
kemiskinan yang tinggi. Sebaliknya, daerah yang berada di Kuadran I dan I,
seperti Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kabupaten Sidoarjo, memiliki IPM
tinggi dan kemiskinan yang rendah.
Fakta ini menunjukkan bahwa ketimpangan spasial tidak hanya berdampak
pada sektor ekonomi, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial,
sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori ketimpangan struktural dari
Myrdal, bahwa daerah yang tertinggal akan semakin sulit mengejar
ketertinggalan apabila tidak ada intervensi aktif dari pemerintah.

Dengan demikian, secara keseluruhan, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa
ketimpangan pembangunan di Jawa Timur nyata secara spasial dan memengaruhi kondisi
sosial masyarakat, serta membuktikan teori dari Siagian, Kuncoro, dan Myrdal yang
menyatakan bahwa pembangunan yang tidak merata akan menciptakan disparitas

antarwilayah baik secara ekonomi maupun sosial.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka disampaikan beberapa

saran berikut:

1.

Diperlukan upaya evaluasi dan perencanaan pembangunan yang lebih adil
antarwilayah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan menggunakan hasil
klasifikasi tipologi Klassen sebagai dasar penyusunan kebijakan wilayah, khususnya
untuk daerah yang secara konsisten berada di Kuadran IV (relatif tertinggal). Wilayah-
wilayah ini memerlukan prioritas dalam alokasi anggaran, penguatan infrastruktur,
serta intervensi sosial ekonomi untuk mendorong percepatan pembangunan..
Disarankan agar kebijakan pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada
peningkatan PDRB per kapita, tetapi juga memperhatikan pemerataan antarwilayah.
Pemerintah daerah perlu menyusun program pengembangan ekonomi yang merata,
agar wilayah dengan PDRB per kapita rendah tidak tertinggal secara struktural.
Pendekatan spasial dalam distribusi investasi dan bantuan pembangunan sangat penting
untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Penguatan sinergi pusat-daerah sangat
diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis data spasial.
Pemerintah pusat diharapkan tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga membangun
sistem monitoring dan evaluasi berbasis ketimpangan wilayah.

Pemerintah perlu melakukan pemantavan LPE secara spasial secara rutin untuk
mengetahui dinamika pertumbuhan tiap wilayah. Wilayah dengan pertumbuhan rendah
sebaiknya mendapatkan pendampingan dan strategi penguatan sektor-sektor potensial,
agar tidak terus-menerus berada di posisi yang stagnan atau tertinggal. Pemerintah juga
dapat mengembangkan model perencanaan berbasis wilayah (regional planning) untuk
meningkatkan sinergi antarwilayah.

Disarankan agar intervensi pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi, namun juga memperhatikan kualitas pembangunan manusia dan
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penanggulangan kemiskinan. Ketimpangan pembangunan terbukti berkorelasi dengan
IPM yang rendah dan angka kemiskinan yang tinggi, terutama di wilayah Kuadran IV.
Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus menempatkan peningkatan IPM dan
pengurangan kemiskinan sebagai indikator utama keberhasilan, sejalan dengan teori

administrasi pembangunan.
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